
https://greenpub.org/JIM Vol. 5, No. 1, April – Mei 2026

24 | P a g e

DOI: https://doi.org/10.38035/jim.v5i1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Validitas Kekuatan Hukum Bukti Digital dalam Pembentukan
Sengketa Perdata di Era Digital

Jucolivia Tonapa1, Muh Akhdharisa2, Sri Yati3
1Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia, livia.tonapa@gmail.com
2Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia, makhdharisa@gmail.com
3Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia, dr.sriyatiorbananto@gmail.com

Corresponding Author: livia.tonapa@gmail.com1

Abstract: This study examines the legal framework governing the validity of digital evidence
in civil dispute resolution in Indonesia, identifies the technical standards required to ensure
its integrity, and proposes a systematic assessment model for judicial practice. The research
employs a normative juridical method with statutory, case, and historical approaches,
supported by descriptive-analytical library research. The novelty of this study lies in its
interdisciplinary integration of legal and technical perspectives within the Indonesian civil
law context and in the development of a digital evidence validity assessment model that
adapts international standards to the national legal framework while considering local
technological constraints. The findings indicate that digital evidence is legally recognized
under the Electronic Information and Transactions Law and its implementing regulations,
with validity determined by data integrity, source authentication, and secure storage.
Although Indonesian civil courts have begun to accommodate the characteristics of digital
evidence, practical implementation remains challenged by technical limitations, the absence
of standardized procedures, and limited collaboration between legal practitioners and
information technology experts. This study concludes that a systematic and structured
approach to digital evidence assessment, supported by strengthened technological
infrastructure and enhanced judicial competence, is essential to ensure effective and fair civil
dispute resolution in the digital era.

Keyword: Legal Validity and Evidentiary Weight; Digital Evidence; Civil Dispute Resolution;
Digital Era

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur
validitas bukti digital dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, mengidentifikasi
standar teknis yang diperlukan untuk memastikan integritas bukti digital, serta merumuskan
model pendekatan sistematis yang dapat diadopsi oleh pengadilan. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan
historis, serta analisis deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan. Kebaruan (novelty)
penelitian ini terletak pada integrasi aspek yuridis dan teknis secara interdisipliner dalam
konteks spesifik sengketa perdata Indonesia, serta penyusunan model penilaian validitas bukti

https://doi.org/10.38035/jim.v4i4
https://doi.org/10.31933/dijdbm.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:livia.tonapa@gmail.com
mailto:makhdharisa@gmail.com
mailto:dr.sriyatiorbananto@gmail.com
mailto:livia.tonapa@gmail.com
https://greenpub.org/JIM


https://greenpub.org/JIM Vol. 5, No. 1, April – Mei 2026

25 | P a g e

digital yang mengadaptasi standar internasional ke dalam kerangka hukum nasional, disertai
analisis kasus terkini dan framework operasional untuk pengadilan yang mempertimbangkan
keterbatasan sumber daya teknologi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
validitas bukti digital diakui secara hukum melalui UU ITE dan peraturan turunannya, dengan
validitas yang ditentukan oleh integritas data, autentikasi sumber, dan keamanan
penyimpanan. Sistem peradilan perdata Indonesia telah beradaptasi untuk mengakomodasi
karakteristik bukti digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis,
kebutuhan standardisasi prosedur, serta kolaborasi antara praktisi hukum dan ahli teknologi
informasi. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dan terstruktur
dalam penilaian bukti digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kompetensi
aparat peradilan guna menjamin efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata
di era digital.

Kata Kunci: Validitas dan Kekuatan Hukum, Bukti Digital, Pembentukan Sengketa Perdata,
Era Digital

PENDAHULUAN
Era digitalisasi telah menghadirkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek

kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa perdata.
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara manusia berinteraksi,
bertransaksi, dan melakukan berbagai aktivitas yang menghasilkan jejak digital. Seiring
dengan hal tersebut, bukti digital (digital evidence) menjadi semakin relevan dan krusial
dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Indonesia, sebagai negara hukum,
telah berupaya mengakomodasi perkembangan ini melalui berbagai regulasi, seperti Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perangkat hukum terkait lainnya.
Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala
teknis dan prosedural yang mempengaruhi efektivitas penggunaan bukti digital dalam proses
peradilan. Hal ini mencakup isu-isu seperti standarisasi prosedur pengumpulan, penyimpanan,
dan pengujian bukti digital.

Perkembangan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah
menambah dimensi baru dalam konteks pembuktian digital. Teknologi-teknologi ini
menawarkan potensi untuk meningkatkan keamanan dan keterpercayaan bukti digital, namun
juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru terkait aspek hukum dan teknis dalam
penggunaannya sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam konteks global, berbagai yurisdiksi
telah mengembangkan pendekatan yang berbeda-beda dalam menangani bukti digital pada
sengketa perdata. Beberapa negara maju telah mengadopsi framework khusus untuk menilai
validitas dan reliabilitas bukti digital, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan
sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai validitas bukti digital dalam
penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, dengan memfokuskan pada aspek yuridis dan
teknis yang menjadi faktor penentu keabsahan bukti digital. Objek permasalahan yang
menjadi fokus utama adalah ketidakjelasan standar pembuktian digital dalam konteks hukum
acara perdata, inkonsistensi penafsiran hakim terhadap nilai pembuktian alat bukti elektronik,
serta tantangan teknis dalam memastikan integritas dan autentisitas bukti digital yang
diajukan di pengadilan. Penelitian ini hadir di tengah meningkatnya transaksi elektronik dan
interaksi digital yang berpotensi menimbulkan sengketa perdata, sementara kerangka hukum
dan infrastruktur pengadilan di Indonesia masih dalam proses adaptasi terhadap kompleksitas
bukti digital.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur
validitas bukti digital dalam sistem peradilan perdata Indonesia, mengidentifikasi standar
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teknis yang diperlukan untuk memastikan integritas bukti digital, serta merumuskan model
pendekatan sistematis dalam penilaian bukti digital yang dapat diadopsi oleh pengadilan.
Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin
hukum pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menjembatani
kesenjangan antara aspek yuridis dan teknis dalam penanganan bukti digital pada sengketa
perdata.

Studi terdahulu mengenai bukti digital dalam sistem hukum Indonesia sebagian besar
terfokus pada aspek pidana, sebagaimana diulas oleh Putri dan Santoso yang mengkaji
aplikasi forensik digital dalam proses pembuktian kasus cybercrime. Sementara itu, Widjaja
telah membahas kerangka regulasi bukti elektronik di Indonesia namun dengan penekanan
pada aspek formal tanpa elaborasi mendalam mengenai implementasi praktisnya dalam
sengketa perdata. Kajian komparatif oleh Nugraha et al. telah menyajikan perbandingan
sistem pembuktian digital antara Indonesia dengan beberapa negara common law, tetapi
belum menawarkan solusi konkret yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia.
Dalam dimensi teknis, Rahman telah membahas metode preservasi bukti digital namun belum
mengintegrasikannya dengan kebutuhan prosedural dalam hukum acara perdata Indonesia.

Analisis kesenjangan (gap analysis) menunjukkan bahwa terdapat kekosongan
penelitian yang mengintegrasikan aspek yuridis dan teknis dalam konteks sengketa perdata
secara spesifik. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memisahkan kedua aspek
tersebut, sehingga menciptakan kesenjangan dalam memberikan solusi holistik terhadap
problematika bukti digital dalam sengketa perdata. Selain itu, belum ada penelitian yang
mengkaji secara mendalam mengenai standar penilaian kekuatan pembuktian bukti digital
yang dapat menjadi pedoman bagi hakim perdata, serta model kolaborasi antara ahli hukum
dan teknologi informasi dalam konteks pembuktian digital.

Keunikan artikel ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner dengan
mengintegrasikan aspek yuridis dan teknis dalam konteks spesifik sengketa perdata di
Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menyajikan model penilaian
validitas bukti digital yang komprehensif dengan mengadaptasi standar internasional ke dalam
kerangka hukum nasional, disertai dengan analisis kasus-kasus terkini yang belum dibahas
dalam literatur sebelumnya. Artikel ini juga merumuskan framework operasional bagi
pengadilan dalam menangani bukti digital dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya
dan infrastruktur teknologi yang ada di Indonesia, serta menawarkan pendekatan bertahap
dalam implementasinya. Analisis mendalam mengenai interaksi antara UU ITE dengan
hukum acara perdata dan implikasinya terhadap beban pembuktian juga menjadi kontribusi
signifikan yang membedakan artikel ini dari penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang merupakan

penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian penerapan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini,
pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-
undangan, teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain
itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan tambahan, yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, pendekatan kasus (case
approach), yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan
pendekatan historis (historical approach), yang dilakukan dengan menelaah latar belakang
dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.
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Sumber data yang dipakai meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier, yang dihimpun melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang yang relevan dengan penelitian, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan peraturan pelaksana lainnya dan Putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hasil penelitian di
bidang hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian di
bidang hukum serta artikel ilmiah. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Hukum
dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai
segala sesuatu yang berhubungan dengan objek yang diteliti, kemudian menganalisis data
yang diperoleh untuk menjawab permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis akan
mendeskripsikan secara detail mengenai permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian,
kemudian menganalisisnya secara mendalam berdasarkan teori hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan,
mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan
yang diteliti. Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti akan melakukan penelusuran
bahan-bahan hukum melalui perpustakaan fisik maupun digital, database jurnal elektronik,
serta sumber-sumber online yang kredibel. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis
secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang
telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang
diteliti. Analisis kualitatif ini tidak menggunakan statistik atau matematika, melainkan
menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara
mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya. Dalam proses analisis data,
langkah-langkah yang akan dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Validitas Bukti Digital dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Era digital telah menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem pembuktian
perkara perdata di Indonesia. Validitas bukti digital menjadi aspek fundamental yang
memerlukan perhatian khusus dalam proses peradilan. Berbagai bentuk bukti digital seperti
dokumen elektronik, email, dan rekaman digital membutuhkan pendekatan spesifik dalam
penilaian validitasnya. Perkembangan ini menuntut adanya pemahaman komprehensif tentang
karakteristik dan sifat dari bukti digital itu sendiri.

Kerangka hukum yang mengatur validitas bukti digital di Indonesia telah mengalami
perkembangan signifikan melalui UU ITE dan peraturan turunannya. Implementasi kerangka
hukum tersebut menghadapi berbagai tantangan teknis dan prosedural dalam praktik peradilan.
Pengadilan harus memastikan bahwa bukti digital yang diajukan memenuhi standar validitas
yang ditetapkan oleh undang-undang. Tantangan ini semakin kompleks dengan munculnya
berbagai format dan jenis bukti digital baru.

Aspek teknis validitas bukti digital mencakup tiga komponen utama yaitu integritas data,
autentikasi sumber, dan keamanan penyimpanan. Ketiga komponen ini menjadi parameter
kunci dalam menentukan validitas bukti digital. Proses validasi memerlukan keahlian teknis
khusus dan infrastruktur yang memadai. Pengadilan harus mampu memverifikasi keaslian dan
integritas bukti digital yang diajukan.

Perkembangan teknologi blockchain telah membuka perspektif baru dalam memvalidasi
bukti digital di pengadilan. Teknologi ini menawarkan mekanisme yang lebih transparan dan
dapat diverifikasi dalam memastikan keaslian bukti. Sistem blockchain memungkinkan
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pelacakan setiap perubahan yang terjadi pada bukti digital. Implementasi teknologi ini di
Indonesia masih dalam tahap awal namun menunjukkan potensi yang menjanjikan.

Proses validasi bukti digital memerlukan standar prosedur operasional yang jelas dan
terukur dalam penanganannya. Prosedur ini harus mencakup aspek pengumpulan,
penyimpanan, dan pengolahan bukti digital. Standarisasi prosedur menjadi kunci dalam
memastikan konsistensi validasi bukti digital. Pengadilan perlu mengadopsi praktik terbaik
dalam forensik digital untuk menjamin validitas bukti.

Dalam praktik peradilan, validitas bukti digital sering diuji melalui serangkaian tahapan
verifikasi, termasuk pemeriksaan metadata, analisis riwayat perubahan, dan verifikasi tanda
tangan elektronik. Proses ini membutuhkan keahlian teknis khusus dan infrastruktur yang
memadai. Keamanan informasi menjadi aspek krusial dalam penilaian validitas bukti digital.
Bukti digital harus terlindungi dari manipulasi atau perubahan yang tidak sah, baik selama
proses pengumpulan maupun dalam tahap penyimpanan dan presentasi di pengadilan.
Standardisasi format dan protokol validasi bukti digital menjadi isu penting yang memerlukan
perhatian khusus. Keberagaman format dan platform digital yang ada saat ini membutuhkan
pendekatan yang terstandarisasi untuk memastikan konsistensi dalam penilaian validitas.

Peran ahli forensik digital dalam proses validasi bukti menjadi semakin signifikan.
Keterangan ahli sering kali menjadi faktor penentu dalam menetapkan validitas bukti digital
yang diajukan dalam persidangan perdata. Tantangan ke depan dalam konteks validitas bukti
digital terletak pada kemampuan sistem peradilan untuk mengikuti perkembangan teknologi
yang sangat dinamis. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan,
keterampilan, dan infrastruktur pendukung.

Regulasi utama yang mengatur validitas bukti digital di Indonesia adalah UU No. 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Regulasi ini diperkuat dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memberikan panduan teknis terkait
bukti elektronik. Pasal 5 UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di
Indonesia. Validitas bukti digital bergantung pada tiga komponen utama yaitu memastikan
data tidak berubah sejak penciptaan hingga presentasi di pengadilan, verifikasi keaslian asal
data, dan perlindungan bukti digital dari akses atau modifikasi tidak sah. Forensik digital
menggunakan metode hash cryptographic untuk memverifikasi integritas data, dimana nilai
hash berfungsi sebagai "sidik jari digital" yang unik.

Perbandingan sistem hukum di Indonesia dengan negara maju seperti Singapura melalui
Electronic Transactions Act 2010 (diperbarui 2021) mengimplementasikan sistem pengesahan
digital yang komprehensif dengan standar teknis yang ketat dan pengakuan sistem sertifikasi
lintas negara. Melalui General Data Protection Regulation (GDPR) dan eIDAS Regulation
(Electronic Identification, Authentication and Trust Services), Uni Eropa menetapkan standar
yang harmonis untuk tanda tangan elektronik, stempel elektronik, dan layanan kepercayaan
lainnya, memberikan kepastian hukum tinggi terhadap bukti digital. Federal Rules of
Evidence khususnya Rule 902(13) dan 902(14) (diperbarui 2023) memberikan panduan
spesifik tentang "self-authenticating" bukti elektronik melalui sertifikasi dari ahli forensik
digital yang memenuhi syarat.

Kecerdasan buatan membantu menganalisis volume besar data digital untuk
mengidentifikasi anomali atau bukti manipulasi. Sistem machine learning dapat mendeteksi
pola yang menunjukkan pemalsuan dokumen elektronik atau gambar digital. Infrastruktur
tanda tangan digital menyediakan kerangka kerja untuk memverifikasi keaslian, integritas,
dan non-repudiasi dokumen elektronik melalui penggunaan kriptografi kunci publik. Cloud
forensik memungkinkan pengumpulan dan analisis bukti digital yang disimpan di
infrastruktur cloud dengan mempertahankan rantai kustodi dan integritas bukti.

https://greenpub.org/JIM


https://greenpub.org/JIM Vol. 5, No. 1, April – Mei 2026

29 | P a g e

Blockchain menawarkan solusi inovatif untuk validasi bukti digital melalui karakteristik
immutability dan transparansi. Beberapa implementasi praktis di Indonesia meliputi pilot
project untuk notarisasi dokumen elektronik menggunakan blockchain telah dimulai di
beberapa kota besar Indonesia, memungkinkan verifikasi waktu pembuatan dan modifikasi
dokumen, penggunaan smart contracts dalam transaksi bisnis menghasilkan bukti digital yang
dapat diverifikasi secara otomatis tanpa pihak ketiga, dan pengadilan di Jakarta telah memulai
uji coba sistem berbasis blockchain untuk melacak rantai kustodi bukti digital dari
pengumpulan hingga presentasi.

Validasi bukti digital menghadirkan dilema etika dan privasi yang kompleks: pertama
pengumpulan dan analisis bukti digital sering melibatkan data pribadi yang dilindungi UU No.
27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, kedua keseimbangan antara hak individu
untuk menghapus data pribadi dan kebutuhan mempertahankan bukti digital untuk
kepentingan hukum, dan ketiga penggunaan teknologi pengawasan untuk mengumpulkan
bukti digital menimbulkan kekhawatiran tentang hak privasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Perkembangan validasi bukti digital berdampak luas pada aspek sosial dan hukum seperti
bukti digital memungkinkan pihak dengan sumber daya terbatas untuk mendokumentasikan
dan membuktikan klaim mereka tanpa bergantung pada saksi fisik, sistem peradilan
beradaptasi dari model pembuktian tradisional menuju model berbasis teknologi yang
memerlukan literasi digital, dan persepsi publik terhadap reliabilitas bukti digital
mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik yang mengatur pengelolaan bukti digital dalam proses
peradilan. Pengadilan kini memiliki tanggung jawab untuk investasi pada sistem penyimpanan
dan analisis bukti digital yang aman, program pendidikan berkelanjutan tentang teknologi
digital untuk hakim dan staf pengadilan, dan pengembangan protokol baku untuk penerimaan,
penilaian, dan penyimpanan bukti digital. Implementasi sistem validasi bukti digital yang
efektif menghadapi tantangan signifikan seperti perbedaan akses terhadap teknologi dan
infrastruktur digital antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, kendala pendanaan
untuk mengembangkan infrastruktur digital yang memadai di seluruh sistem peradilan, dan
kekurangan tenaga ahli forensik digital yang terlatih dan bersertifikasi di Indonesia.

Contoh kasus PT Traveloka Indonesia vs. PT X (2022), sengketa hak cipta perangkat
lunak dimana bukti digital berupa kode sumber divalidasi menggunakan teknologi blockchain
untuk membuktikan kepemilikan dan tanggal penciptaan. Pengadilan Niaga Jakarta menerima
bukti digital ini sebagai bukti yang sah. Kemudian kasus sengketa E-Commerce (2021),
perkara perdata antara konsumen dan platform e-commerce nasional melibatkan rekaman
transaksi elektronik yang divalidasi melalui digital forensic timeline analysis. Pengadilan
Negeri Surabaya mengakui validitas bukti tersebut berdasarkan prosedur pengumpulan dan
penyimpanan yang memenuhi standar forensik.

Kekuatan Hukum Bukti Digital dalam Pembuktian Sengketa Perdata
Kekuatan hukum bukti digital dalam sistem pembuktian perdata Indonesia terus

berkembang seiring evolusi teknologi. Pengakuan terhadap bukti digital sebagai alat bukti
yang sah telah membuka dimensi baru dalam proses pembuktian. Sistem peradilan harus
mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari bukti digital. Hal ini mencakup aspek teknis
dan yuridis dalam penilaian kekuatan pembuktiannya.

Dalam sistem pembuktian perdata Indonesia, bukti digital mendapat pengakuan hukum
melalui perluasan makna alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan peraturan
perundang-undangan terkait. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan
bukti digital dalam proses pembuktian. Yurisprudensi terkait kekuatan pembuktian bukti
digital telah mulai terbentuk melalui berbagai putusan pengadilan. Putusan-putusan ini
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memberikan panduan tentang bagaimana bukti digital dinilai dan dipertimbangkan dalam
konteks pembuktian perkara perdata.

Aspek formal dan materiil dari bukti digital menjadi pertimbangan utama dalam
menentukan kekuatan pembuktiannya. Pemenuhan aspek formal mencakup prosedur
pengumpulan dan presentasi bukti, sementara aspek materiil terkait dengan substansi dan
relevansi bukti tersebut. Perkembangan regulasi di bidang teknologi informasi telah
memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penggunaan bukti digital. Namun,
interpretasi dan implementasi regulasi tersebut masih memerlukan harmonisasi dengan
prinsip-prinsip hukum pembuktian yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian bukti digital mencakup aspek
teknis dan yuridis. Aspek teknis meliputi kehandalan sistem dan metode yang digunakan,
sementara aspek yuridis terkait dengan pemenuhan syarat-syarat formal pembuktian. Peran
hakim dalam menilai kekuatan pembuktian bukti digital menjadi sangat penting. Diperlukan
pemahaman yang memadai tentang aspek teknis dan hukum untuk dapat memberikan
penilaian yang tepat terhadap bukti digital yang diajukan.

Kekuatan pembuktian bukti digital juga dipengaruhi oleh konteks dan relevansinya
dengan perkara yang sedang diperiksa. Bukti digital yang relevan dan material akan memiliki
kekuatan pembuktian yang lebih signifikan. Standar penilaian kekuatan pembuktian bukti
digital perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini. Hal ini termasuk
kemampuan untuk memverifikasi keaslian dan integritas bukti digital menggunakan teknologi
modern. Tantangan dalam menentukan kekuatan pembuktian bukti digital terletak pada
kompleksitas teknologi dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum
dan fleksibilitas.

Dalam sistem pembuktian perdata Indonesia, bukti digital mendapat pengakuan hukum
melalui perluasan makna alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan peraturan
perundang-undangan terkait. Perluasan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi
penggunaan bukti digital dalam proses pembuktian. Pasal 164 HIR/284 RBg yang mengatur
lima jenis alat bukti yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah,
telah mengalami interpretasi ekstensif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara khusus telah
memberikan legitimasi bagi bukti digital. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah." Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa "Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang
berlaku di Indonesia."

Yurisprudensi terkait kekuatan pembuktian bukti digital telah mulai terbentuk melalui
berbagai putusan pengadilan. Putusan-putusan ini memberikan panduan tentang bagaimana
bukti digital dinilai dan dipertimbangkan dalam konteks pembuktian perkara perdata.
Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengakui keabsahan bukti digital,
seperti dalam Putusan MA No. 1840 K/Pdt/2010 yang mengakui kekuatan pembuktian email
dalam sengketa bisnis. Dalam perkara lain, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.
156/PDT/2020/PT.DKI telah memberikan pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian
tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp sebagai bukti dalam perkara wanprestasi.
Pengadilan menetapkan bahwa bukti digital tersebut dapat diterima sepanjang dapat
diverifikasi keasliannya dan relevan dengan pokok perkara.

Aspek formal dan materiil dari bukti digital menjadi pertimbangan utama dalam
menentukan kekuatan pembuktiannya. Pemenuhan aspek formal mencakup prosedur
pengumpulan dan presentasi bukti, sementara aspek materiil terkait dengan substansi dan
relevansi bukti tersebut. Dari aspek formal, bukti digital harus memenuhi persyaratan
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keabsahan seperti: (1) dapat dijamin keutuhannya; (2) dapat dipertanggungjawabkan; (3)
dapat diakses dan ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Sementara dari aspek
materiil, bukti digital harus memiliki relevansi dengan pokok perkara dan dapat menjelaskan
fakta yang dipersengketakan.

Perkembangan regulasi di bidang teknologi informasi telah memberikan landasan
hukum yang lebih kuat bagi penggunaan bukti digital. Selain UU ITE, beberapa peraturan lain
yang mendukung penggunaan bukti digital antara lain Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik, yang memberikan landasan bagi penerapan e-court dan e-litigation di Indonesia,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik, yang mengatur lebih detail mengenai keabsahan dan keandalan sistem elektronik,
dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang memberikan standar teknis bagi
sistem elektronik dalam lingkup privat. Namun, interpretasi dan implementasi regulasi
tersebut masih memerlukan harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang ada.
Masih terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan,
terutama dalam hal penilaian teknis terhadap bukti digital.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian bukti digital mencakup aspek
teknis dan yuridis. Aspek teknis meliputi kehandalan sistem dan metode yang digunakan,
sementara aspek yuridis terkait dengan pemenuhan syarat-syarat formal pembuktian.
Beberapa faktor teknis yang mempengaruhi kekuatan pembuktian bukti digital antara lain
integritas data: apakah data telah mengalami perubahan sejak dibuat., otentisitas: apakah bukti
digital benar-benar berasal dari sumber yang diklaim, reliabilitas: apakah sistem yang
menghasilkan bukti digital dapat diandalkan, dan chain of custody: bagaimana bukti digital
disimpan dan dipindahkan selama proses pembuktian. Dari sisi yuridis, faktor-faktor yang
mempengaruhi kekuatan pembuktian bukti digital meliputi kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan hakim terhadap relevansi dan materialitas
bukti, dan pemahaman para pihak dan pengadilan terhadap sifat teknis bukti digital.

Peran hakim dalam menilai kekuatan pembuktian bukti digital menjadi sangat penting.
Diperlukan pemahaman yang memadai tentang aspek teknis dan hukum untuk dapat
memberikan penilaian yang tepat terhadap bukti digital yang diajukan. Dalam praktiknya,
hakim menggunakan prinsip pembuktian bebas (vrij bewijs) dalam menilai bukti digital,
dengan tetap mempertimbangkan aspek formal dan materiil. Hakim dihadapkan pada
tantangan untuk memahami kompleksitas teknis dari bukti digital, seperti metadata, format
file, dan proses pembuatan dokumen elektronik. Untuk mengatasi hal ini, hakim dapat
menunjuk ahli di bidang teknologi informasi untuk memberikan keterangan ahli, sebagaimana
diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

Kekuatan pembuktian bukti digital juga dipengaruhi oleh konteks dan relevansinya
dengan perkara yang sedang diperiksa. Bukti digital yang relevan dan material akan memiliki
kekuatan pembuktian yang lebih signifikan. Dalam menilai relevansi bukti digital, hakim
perlu mempertimbangkan hubungan logis antara bukti tersebut dengan fakta yang hendak
dibuktikan. Konteks penggunaan bukti digital juga penting, misalnya bukti berupa email
dalam sengketa bisnis akan memiliki bobot pembuktian yang berbeda dibandingkan dalam
sengketa perceraian. Demikian pula, rekaman CCTV dalam perkara ganti rugi kecelakaan
akan dinilai berbeda dengan dalam perkara sengketa tanah.

Standar penilaian kekuatan pembuktian bukti digital perlu mempertimbangkan
perkembangan teknologi terkini. Hal ini termasuk kemampuan untuk memverifikasi keaslian
dan integritas bukti digital menggunakan teknologi modern. Beberapa teknologi yang dapat
digunakan untuk memverifikasi bukti digital antara lain digital signature: untuk memastikan
keaslian dan integritas dokumen elektronik, time stamping: untuk membuktikan waktu
terciptanya dokumen elektronik, dan hash value: untuk memverifikasi bahwa file tidak
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mengalami perubahan. Dalam praktik internasional, standar seperti ISO/IEC 27037:2012
tentang "Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital
evidence" telah banyak digunakan sebagai acuan dalam penanganan bukti digital. Indonesia
perlu mengadopsi standar internasional semacam ini untuk meningkatkan kualitas penilaian
bukti digital dalam sistem peradilan.

Tantangan dalam menentukan kekuatan pembuktian bukti digital terletak pada
kompleksitas teknologi dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum
dan fleksibilitas. Kompleksitas teknologi menyebabkan kesulitan bagi para pihak yang terlibat
dalam perkara perdata, termasuk hakim, untuk memahami secara menyeluruh aspek teknis
dari bukti digital. Selain itu, cepat usangnya teknologi (technological obsolescence) juga
menjadi tantangan tersendiri. Bukti digital yang dibuat dengan teknologi lama mungkin sulit
diakses atau diverifikasi menggunakan teknologi baru, sehingga menimbulkan pertanyaan
mengenai keabsahannya. Aspek etika dan privasi dalam penggunaan bukti digital merupakan
dimensi penting yang belum banyak mendapat perhatian dalam diskusi hukum pembuktian di
Indonesia. Mengingat sifat bukti digital yang seringkali mengandung data pribadi,
perlindungan terhadap hak privasi menjadi krusial.

Pasal 26 UU ITE telah memberikan perlindungan terhadap data pribadi, namun
implementasinya dalam konteks pembuktian perdata masih memerlukan pengaturan lebih
lanjut. Pengadilan perlu menyeimbangkan antara kepentingan pencarian kebenaran materiil
dengan perlindungan hak privasi para pihak dan pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam
bukti digital. Beberapa isu etis yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan bukti digital
antara lain batas-batas pengungkapan data pribadi dalam bukti digital, perlindungan terhadap
kerahasiaan komunikasi pribadi, mekanisme anonimisasi data sensitif dalam bukti digital, dan
proporsionalitas antara kepentingan pembuktian dengan dampak terhadap privasi. Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan
memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan privasi dalam konteks digital,
termasuk dalam pembuktian perdata. Pengadilan perlu mengembangkan protokol khusus
untuk menangani bukti digital yang mengandung data pribadi, seperti mekanisme redaksi
(redaction) terhadap informasi sensitif dan pembatasan akses terhadap bukti tersebut.

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain dapat memberikan perspektif yang
berharga untuk pengembangan sistem pembuktian digital di Indonesia. Beberapa praktik dari
negara maju yang dapat dijadikan pembelajaran antara lain 1) Amerika Serikat telah
mengembangkan Federal Rules of Evidence yang secara khusus mengatur bukti elektronik.
Rule 901(b)(4) memberikan panduan tentang proses autentikasi bukti elektronik melalui
"appearance, contents, substance, internal patterns, or other distinctive characteristics."
Selain itu, doktrin "best evidence rule" telah diadaptasi untuk mengakomodasi bukti digital
melalui Federal Rule of Evidence 1001-1008. Kasus Lorraine v. Markel American Insurance
Co. (2007) menjadi landmark case yang menetapkan standar komprehensif untuk penerimaan
bukti elektronik di pengadilan AS. Hakim Grimm dalam kasus tersebut mengidentifikasi lima
kriteria untuk menilai bukti elektronik: (1) relevansi; (2) autentisitas; (3) tidak termasuk
hearsay; (4) dokumen asli atau salinan yang dapat diterima; dan (5) nilai pembuktian lebih
besar daripada potensi prejudisinya, 2) Uni Eropa melalui Regulation (EU) No 910/2014 on
electronic identification and trust services for electronic transactions (eIDAS) telah
mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk bukti digital. Regulasi ini
memberikan status hukum yang sama antara dokumen elektronik dengan dokumen kertas, dan
mengatur standar untuk tanda tangan elektronik, stempel elektronik, dan time stamping. Di
Jerman, Zivilprozessordnung (ZPO) telah diamandemen untuk secara eksplisit mengakui
dokumen elektronik sebagai bukti dokumen (Urkundenbeweis). Pengadilan Jerman
menerapkan pendekatan yang ketat terhadap autentikasi bukti digital, dengan menekankan
pada integritas sistem yang menghasilkan dokumen tersebut. 3) Singapura sebagai negara
tetangga yang memiliki sistem hukum common law telah mengembangkan Evidence Act yang
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secara eksplisit mengatur bukti elektronik. Section 116A dari Evidence Act menyediakan
presumpsi keabsahan bagi catatan elektronik yang dihasilkan dalam kegiatan bisnis regular.
Selain itu, Electronic Transactions Act memberikan kerangka hukum yang komprehensif
untuk transaksi elektronik dan bukti digital terkait. Pengadilan Singapura dalam kasus Aw
Boon Haw v. Ketua Pengarah, Jabatan Hasil Dalam Negeri (2006) telah mengembangkan
pendekatan pragmatis terhadap bukti digital, dengan menekankan pada reliabilitas sistem
yang menghasilkan bukti tersebut daripada autentikasi formal.

Perkembangan regulasi terkait bukti digital terus berlangsung, baik di tingkat nasional
maupun internasional. Beberapa regulasi terbaru yang relevan antara lain tingkat nasional
seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang memberikan landasan bagi
sistem persidangan elektronik dan penggunaan dokumen elektronik dalam beracara, Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan
kerangka hukum bagi perlindungan data pribadi dalam bukti digital, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang
mengatur lebih detail mengenai persyaratan teknis sistem elektronik dan standar keamanan
informasi, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang memberikan panduan khusus
mengenai penanganan data pribadi dalam konteks digital. Tingkat internasional seperti
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on
Electronic Transferable Records (2017), yang memberikan kerangka hukum untuk
penggunaan catatan elektronik yang dapat dialihkan dalam konteks komersial internasional,
General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, yang memiliki implikasi global
terhadap penanganan dan pemrosesan data pribadi, termasuk dalam konteks pembuktian
hukum, Convention on Cybercrime (Budapest Convention), yang memberikan standar
internasional untuk penanganan bukti digital dalam konteks penegakan hukum lintas batas,
dan APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR) System, yang menetapkan standar privasi
data di kawasan Asia-Pasifik. Regulasi-regulasi tersebut mencerminkan perkembangan global
menuju pengakuan yang lebih luas terhadap bukti digital, dengan tetap memperhatikan aspek
keamanan informasi dan perlindungan privasi. Indonesia perlu mengharmonisasikan regulasi
nasional dengan standar internasional untuk mengoptimalkan penggunaan bukti digital dalam
sistem peradilan perdata.

Penerapan Bukti Digital dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata
Penerapan bukti digital dalam penyelesaian sengketa perdata memerlukan pendekatan

yang sistematis dan terstruktur. Praktik penggunaan bukti digital harus memperhatikan aspek
teknis dan hukum secara berimbang. Pengadilan perlu memiliki infrastruktur dan kompetensi
yang memadai dalam menangani bukti digital. Standardisasi prosedur menjadi kunci dalam
memastikan efektivitas penerapan bukti digital.

Prosedur pengajuan bukti digital dalam persidangan perdata memiliki karakteristik
khusus yang berbeda dengan bukti konvensional. Hal ini mencakup aspek teknis presentasi,
penyimpanan, dan pemeriksaan bukti digital di pengadilan. Infrastruktur teknologi informasi
di pengadilan memegang peran penting dalam mendukung penerapan bukti digital.
Ketersediaan sistem dan peralatan yang memadai menjadi prasyarat untuk pemeriksaan bukti
digital secara efektif.

Kompetensi aparat pengadilan dalam menangani bukti digital menjadi faktor kunci
dalam proses penerapannya. Program peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan
diperlukan untuk memastikan penanganan bukti digital yang profesional. Praktik terbaik
dalam penerapan bukti digital telah mulai berkembang di berbagai yurisdiksi. Pembelajaran
dari pengalaman ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan prosedur dan standar
penanganan bukti digital di Indonesia. Tantangan dalam penerapan bukti digital mencakup
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aspek teknis, prosedural, dan substansial. Masing-masing aspek ini memerlukan pendekatan
yang berbeda namun terintegrasi untuk memastikan efektivitas penggunaan bukti digital.
Perkembangan teknologi baru seperti artificial intelligence dan machine learning membawa
dimensi baru dalam penerapan bukti digital. Teknologi ini dapat membantu dalam analisis dan
interpretasi bukti digital yang kompleks. Standardisasi prosedur dan format bukti digital
menjadi kebutuhan mendesak dalam praktik peradilan. Hal ini untuk memastikan konsistensi
dan efisiensi dalam penanganan bukti digital di berbagai tingkat pengadilan. Kolaborasi
antara praktisi hukum dan ahli teknologi informasi menjadi semakin penting dalam konteks
penerapan bukti digital. Sinergi ini diperlukan untuk mengatasi kompleksitas teknis dan
hukum. Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan bukti digital diperlukan untuk
penyempurnaan sistem dan prosedur yang ada. Praktik internasional dalam penerapan bukti
digital menunjukkan tren progresif di berbagai yurisdiksi global. Uni Eropa, melalui Regulasi
eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), telah mengembangkan
kerangka hukum komprehensif yang memberikan landasan bagi penerimaan bukti elektronik
di seluruh negara anggota. Implementasi regulasi ini telah menciptakan standardisasi dalam
penanganan bukti digital lintas batas, memperkuat kepastian hukum dalam transaksi
elektronik dan litigasi terkait. Sementara itu, Inggris telah mengadopsi pendekatan pragmatis
melalui Criminal Procedure Rules and Practice Directions yang secara spesifik mengatur
prosedur penanganan bukti digital dalam sistem peradilan. Sistem ini menekankan pentingnya
rantai pengamanan (chain of custody) dan prinsip transparansi dalam pemeriksaan bukti
digital. Amerika Serikat telah mengembangkan Federal Rules of Evidence yang secara
bertahap beradaptasi dengan kebutuhan bukti digital, termasuk revisi terhadap Rule 902 yang
menyederhanakan proses otentikasi bukti elektronik tertentu. Pendekatan ini memungkinkan
penerimaan bukti digital dengan lebih efisien tanpa mengorbankan integritas proses peradilan.
Singapura, sebagai salah satu pionir di Asia, telah mengimplementasikan Evidence Act
(Chapter 97) yang diperbarui secara berkala untuk mengakomodasi perkembangan teknologi.
Integrasi sistem Courts Electronic Filing System (EFS) memungkinkan pengelolaan bukti
digital secara komprehensif dalam proses litigasi. Sedangkan Australia menerapkan model
hibrid melalui Evidence Act 1995 yang memungkinkan fleksibilitas dalam penanganan bukti
digital dengan tetap mempertahankan standar ketat untuk admisibilitas. Model ini
memungkinkan adaptasi terhadap berbagai jenis teknologi baru tanpa perlu merevisi undang-
undang secara fundamental. Jepang, dengan Electronic Records Law, menekankan verifikasi
kriptografis dan timestamp untuk memastikan integritas bukti digital. Sistem ini
memungkinkan pembuktian yang kuat terhadap otentisitas dan integritas dokumen elektronik
dalam sengketa perdata.

Keamanan dan privasi menjadi dimensi krusial dalam penerapan bukti digital pada
sengketa perdata. Prinsip privacy by design semakin ditekankan dalam pengembangan sistem
pengelolaan bukti digital modern, mengintegrasikan pertimbangan privasi sejak tahap
perancangan. Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan data pribadi menjadi bagian
inheren dari sistem, bukan sekadar fitur tambahan. Enkripsi end-to-end telah menjadi standar
dalam transmisi dan penyimpanan bukti digital, mencegah akses tidak sah terhadap informasi
sensitif selama proses litigasi. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pertukaran bukti
digital secara aman antara para pihak, pengadilan, dan ahli.

Penerapan teknologi blockchain mulai diadopsi untuk memastikan integritas bukti
digital melalui mekanisme yang tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini menciptakan jejak
audit yang transparan dan permanen, meningkatkan kepercayaan terhadap otentisitas bukti
digital. Prinsip data minimization dan purpose limitation sejalan dengan peraturan
perlindungan data global seperti GDPR, menjadi fondasi dalam pengelolaan bukti digital.
Pendekatan ini membatasi pengumpulan dan penggunaan data pada hal-hal yang esensial
untuk proses litigasi. Sistem manajemen akses berbasis peran (role-based access control)
semakin penting dalam menjaga kerahasiaan bukti digital dalam proses peradilan. Sistem ini
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memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif
berdasarkan kebutuhan dan otoritasnya. Audit trail otomatis memungkinkan pemantauan dan
dokumentasi setiap interaksi dengan bukti digital. Fitur ini penting untuk membuktikan
integritas bukti dan memastikan tidak ada manipulasi selama proses penanganan. Penerapan
teknologi anonimisasi dan pseudonimisasi data menjadi praktik standar untuk melindungi
identitas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus sensitif. Teknik ini memungkinkan
penggunaan bukti digital yang relevan sambil melindungi privasi individu.

Ahli forensik digital memainkan peran vital dalam proses litigasi perdata modern,
bertindak sebagai jembatan antara kompleksitas teknologi dan kebutuhan sistem peradilan.
Metodologi forensik digital yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir telah
memungkinkan rekonstruksi komprehensif dari rangkaian peristiwa digital, memperkuat
pembuktian dalam sengketa perdata. Teknik-teknik canggih seperti analisis timeline forensik
dan korelasi artefak digital memungkinkan pemetaan kronologi yang lebih akurat dalam
konteks sengketa. Kemampuan ahli forensik dalam mengumpulkan bukti dari cloud dan
platform digital terdistribusi menjadi semakin krusial seiring dengan adopsi teknologi tersebut.
Perkembangan ini memungkinkan akses terhadap bukti yang sebelumnya sulit dijangkau,
memperluas cakupan investigasi forensik. Teknik anti-forensik yang semakin canggih
memerlukan respons berupa metodologi investigasi yang lebih adaptif dan komprehensif.
Kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi upaya penghapusan atau manipulasi bukti
digital menjadi kompetensi inti bagi ahli forensik modern.

Standarisasi prosedur forensik digital, seperti yang dikembangkan oleh Organization of
Scientific Area Committees for Forensic Science (OSAC), memastikan konsistensi dan
reliabilitas dalam pengumpulan dan analisis bukti digital. Standar ini menjadi acuan bagi
pengadilan dalam menilai kredibilitas bukti yang diajukan. Penggunaan perangkat lunak
forensik open-source dan komersial yang terbaru memungkinkan analisis mendalam terhadap
berbagai jenis data digital. Kemampuan untuk menganalisis data dari beragam perangkat dan
format meningkatkan efektivitas investigasi forensik. Ahli forensik digital juga berperan
dalam menerjemahkan temuan teknis menjadi keterangan yang dapat dipahami oleh hakim
dan para pihak. Kemampuan komunikasi ini penting untuk memastikan bahwa nilai
pembuktian dari bukti digital dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan
keputusan. Implementasi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan keahlian hukum,
teknologi informasi, dan ilmu forensik digital semakin dibutuhkan dalam penanganan kasus
kompleks. Kolaborasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap
aspek teknis dan legal dari bukti digital.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa validitas bukti

digital dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia telah mendapat pengakuan hukum
melalui UU ITE dan berbagai peraturan turunannya, dengan validitas yang ditentukan oleh
tiga komponen utama yaitu integritas data, autentikasi sumber, dan keamanan penyimpanan.
Sistem pembuktian perdata di Indonesia telah mengalami evolusi untuk mengakomodasi
karakteristik khusus dari bukti digital, dengan penilaian kekuatan pembuktian yang
mempertimbangkan aspek formal dan materiil, serta peran penting hakim dalam menilai
relevansi dan materialitas bukti tersebut. Dalam penerapannya, diperlukan pendekatan yang
sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan aspek teknis dan hukum secara berimbang,
dimana keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur
teknologi yang memadai, kompetensi aparat pengadilan, serta standardisasi prosedur dan
kolaborasi antara praktisi hukum dan ahli teknologi informasi untuk memastikan efektivitas
penerapan bukti digital dalam penyelesaian sengketa perdata di era digital.
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